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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang muncul dalam transaksi elektronik adalah adanya fakta 

bahwa konsumen tidak atau belum menerima barang yang sudah dipesan padahal 

pembayaran telah dilakukan.Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian 

tentang Siapakah yang dapat digugat oleh konsumen akibat tidak diterimanya 

barang dalam transaksi elektronikyang telah melampaui masa garansi 

pengembalian dana serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas 

tidak diterimanya barang pembelian. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Adapun bahan hukum 

meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Setelah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, kemudian bahan hukum itu 

diolah dan dianalisis secara preskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang dapat digugat oleh 

konsumen akibat tidak diterimanya barang dalam transaksi elektronik adalah 

marketplace (dalam hal ini Shoppe) karena marketplace yang bertanggungjawab 

untuk mengkonfirmasi pesanan barang (yang dalam hal ini) tidak bisa dipastikan 

akan terkirim dalam estimasi waktu sebagaimana tertera dalam syarat dan 

ketentuan marketplace. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan 

Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik 

wajib menerapkan manajeman risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang 

ditimbulkan. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas 

tidak diterimanya barang dalam transaksi elektronik adalah penyelesaian sengketa 

secara elektronik (online dispute resolution) (Pasal 72 Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), atau 

menggugat pelaku usaha melalui BPSK (Pasal 52 UUPK), atau mengajukan ke 

lembaga peradilan di tempat kedudukan konsumen (Pasal 45 UUPK). 
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ABSTRACT 

 

The problem that arises in electronic transactions is the fact that consumers do 

not or have not received goods that have been ordered even though payment has been 

made. In connection with that, research needs to be done on who can be sued by 

consumers due to not receiving goods in electronic transactions that have exceeded the 

warranty period refunds and legal remedies that can be taken by consumers for not 

receiving the purchase of goods. 

 This research is a legal research using a statute approach. The legal materials 

include primary legal materials and secondary legal materials. After the primary legal 

material andsecondary legal material are collected, then the legal material is processed 

and analyzed in a prescriptive. 

 The results of the study indicate that the party that can be sued by consumers 

due to the non-receipt of goods in electronic transactions is the marketplace (in this case 

Shopee) because the marketplace is responsible for confirming the order of goods (which 

in this case) it is not to be sent within the estimated time as stated in the terms and 

conditions. This is in accordance with the provisions of article 12 of Government 

Regulation Number 71 of 2019 concerning the operation of electronic systems and 

transactions which state that electronic system operators are required to implement risk 

management against damage or loss caused. While the legal remedies that can be taken 

by consumers for not receiving goods in electronic transactions are electronic dispute 

resolution (online dispute resolution) (article 72 Government Regulation Number 80 of 

2019 concerning trade through electronic systems), or suing business actors through the 

BPSK (article 52 UUPK), or submitting it to the judiciary in the place or concumer 

(article 45 UUPK). 
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